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NOTA DINAS
NOMOR 142/BPSDMI/BDI-Yogyakarta/PW/IV/2025

Yth : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Dari ] Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta
Hal : Penyampaian LHKAN Tahun 2025

Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Tanggal : 9 April 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemnterian
Perindustrian  Nomor 485/IJ-IND.1/PW/I1I/2025 Hal Pemantauan Kepatuahan
Penyampaian LHKAN, bersama ini kami sampaikan LHKAN Balai Diklat Industri
Yogyakarta Tahun 2025 (terlampir).

Demikian nota dinas ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan
terimakasih.
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Rekapitulasi Penyampaian LHKAN Unit/Satuan Kerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan

di

Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBMdan
pengusulan Balai Diklat Industri Yogyakarta tahun 2025, dengan ini kami sampaikan
rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut.

REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA

TAHUN 2025
No Keterangan Jumlah
1. Jumlah seluruh Aparatur Negara
a. Wajib LHKPN 2
b. Tidak Wajib LHKPN 29
2 Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan 5
' hartakekayaan melalui LHKPN
3 Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan |
‘ hartakekayaan melalui LHKPN
4 Aparatur. Negara tidak waijib LI—_IKPN yang telah menyampaikan 29
' informasiharta kekayaan melalui SPT Tahunan
5 Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan i
) informasiharta kekayaan melalui SPT Tahunan
6 Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban )
' Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK REPUBLIK INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : Kunto Purwo Widagdo
NIK :3402121412810003
Lembaga : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI

Unit Kerja

Sub Unit Kerja : BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA

Jabatan . KEPALA BALAI
Jenis Laporan . Periodik - 2024
Tanggal Kirim . 21 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban
penyampaian LHKPN.
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